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This research aims to analyze notaP®AT deeds as authenti
deeds that have the potential to be misused as a covert m
for gratification, as well as to identify preventive measuthat
can be taken. This study employs a normagingirical method
with statutory and conceptual approaches to examine rele
regulations, such as the Notary Position Act, the Law on
Eradication of Corruption, and the practice of cov
gratification using notarial deeds as its medium. The finding:
this study indicate that covert gratification through notari
deeds has the potential to occur in several scenarios, partici
involving deeds of sale and purchase, debt acknowledgmen
grants To prevent such practices, notarlRBAT must be able
to validate the empirical facts presented by the parties
juridical facts when drafting a deed. This requires prioritizi
the principles of clarity and cash basis, prudence, and
implementatio of the Know Your Client principle.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisekta notarisPPAT

sebagai akta autentik yang memiliki potensi uni
disalahgunakan sebagai media gratifikasi terselubung ¢
upaya preventif yang dapat dilakukanPenelitian ini

menggunakan metodepenelitian normatif-empiris dengan
pendekatanperundangundangan dan pendketan konseptual
untuk mengkaji seperti Undanbndang Jabatan Notaris
UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ¢
praktik gratifikasi terselubung dengan akta notaris seb:
medianya Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gratifika
terselubung melalui akta notaris sebagai media memiliki pote
untuk dilakukan dengan beberapa skenario terhadap akta
beli, Utangpiutang, dan hibah notarislsuna mencegah prakti
gratifikasi terselubung ini, notarippatdalam menyusun sebua
akta notaris heus mampu memvalidasi fakfakta empiris yang
diterangkan oleh penghadap menjadi sebuah fakta yuridis de
mengedepankan prinsip terang dan tunai, prinsip kehatian,

serta penerapan prinsip mengenali pengguna jasa.
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I. Pendahuluan

Korupsi dikat egorikan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crim e€)
yang pelaksanaanya tidak dapat dilakukan sendirian, tetapi dilakukan secara bersamaan
melibatkan pihak lain .1 Hal ini dis ebabkan oleh dampaknya yang sangat luas, termasuk
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindak Pidana Korupsi (Tipik or) tidak hanya
merugikan individu, t etapi juga membawa kerugian besar terhadap keuangan dan
perekonomian negara. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan p endekatan yang
luar biasa pula, termasuk pemberian sanksi yang berat guna menimbulkan efek jera bagi
pelaku serta memberikan p eringatan k eras kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam
perbuatan serupa.2

Di berbagai negara, korupsi senantiasa menjadi p erhatian utama dibandingkan d engan
tindak pidana lainnya. Hal ini wajar m engingat dampak m erusak yang ditimbulkannya,

yang dapat menyentuh hampir s eluruh asp ek kehidupan. K orupsi m engancam stabilitas
sosial dan keamanan nasional, menghambat pembangunan di bidang sosial, ekonomi,
dan politik, s erta menggerus nilai -nilai d emokrasi dan moralitas. Bahkan, jika dibiarkan,
praktik k orupsi b erpotensi menjadi budaya yang m elekat dalam k ehidupan masyarakat.
Dengan demikian, korupsi merupakan ancaman serius terhadap pencapaian tujuan
negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 3

Secara etimologis menurut Fockema Andrea, corruptio atau corruptus (bahasa Latin)
merupakan asal dari kata korupsi.4 Berangkat dari bahasa Latin inilah yang k emudian
turun k e bahasa Prancis, yaitu corruption; bahasa Blanda, yaitu corruptie (korruptie);
Inggris, yaitu corruption, corrupt.® dapat kita mengatakan bahwa kata Korupsi yang
digunakan di Ind onesia adalah turunan kata dari corruptie (korrupti€) yang merupakan
bahasa Blanda. Kemudian oleh Zainak Asikin dkk d engan mengutip Andi Hamzah

dalam bukunya secara harfiah mengartikan Koruspsi adalah ialah kebusukan,
keburukan, k ebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak b ermoral, penyimpangan dari
kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. &

Menurut Kamus Besar Bahasa Indbnesia (KBBI) dalam versi daring, k orupsi diartikan
sebagai tindakan p enyelewengan atau penyalahgunaan dana milik n egara, perusahaan,
organisasi, yayasan, dan €jenisnya, yang dilakukan untuk m emperoleh keuntungan

1 Agus Kasiyanto, Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang &Kkaiseana, 2018).

2M. I'l ham Wira Pratama, 0Tindak Pidana Korupsi Seba

Lex Renaissance 4, no. 1 (January 1, 2019): @80,
https://doi.org/10.20885/JLR.VOL4.ISS1.ART4.

3 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedpyand ed. (Jakarta: SinarGrafika, 2023).

4 |Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidanad. 1., cet
(Jakarta: Kencana, 2015).

5S. Endang Prasetyawati, Okta Ainita, and Desy Elsyani,06 Per t i mbangan Haki
Tindak Pidana Korupsi Turut Serta Nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka
Belitung Cabang Muntok Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp., 6 Innovative:
Journal Of Social Science Resear@h no. 4 (September 30 2023): 947891, https://j -
innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4723.

m Dal am

6Zai nal Asi ki n, Lalu Wira Pria Suhartana, and Us mar

Jawaban KeuanganNe gar a Dal a durn& WdvhilasidHukum 4, no. 2 (June 30, 2019):
181892, https://doi.org/10.29303/IJKH.V412.29.
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pribadi maupun untuk k epentingan pihak lain.? Namun Cambridg e Dictionary
memberikan p engertian bahwa k orupsi merupakan 0 ledal, bad,ar dishonest behaviour,
especially by people in positions of power dyang dapat diterjemahkan seb a g a erilaka P

ilegal, buruk, atau tidak jujur, t erutama oleh orang-orang yang memegang kek ua s @8an 0 .

Ada sedikit p erbedaan pengertian korupsi menurut KBBI daring d engan Cambride
Dictionary. KBBI Daring m enintikb eratkan bahwa korupsi m erupakan p enyelewengan
atau penyalahgunaan uang negara. Sedangkan dalam Cambridge Dictionary, lebih
menitikb eratkan korupsi sebagai perilaku seseorang yang memiliki k ekuasaan.
Poerwadarminta k emudian m eyimpulkan istilah k orupsi yang telah diterima dalam
perbendaharaan bahasa Indonesia itu kedalam Kamus Umum Bahasa Indonesia:
0 Krupsi ialah perbuatan yang buruk seperti p enggelapan uang, penerimaan uang
sogok dan sebagainya.

Di Ind onesia, Secara historis regulasi mengenai tindak pidana k orupsi telah mengalami

berbagai perkembangan dan perubahan. Terdapat empat periode penting dalam sejarah
pengaturan tindak pidana k orupsi di Ind onesia. Pertama, pada masa diberlakukannya

Peraturan Penguasa Militer. Kedua, saat diberlakukannya Undang -Undang N omor
24/Prp/Tahun 1960 t entang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana
Korupsi. Ketiga, ketika Undang -Undang N omor 3 Tahun 1971 entang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi mulai b erlaku. T erakhir, pada masa penerapan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 sbagai perubahan atas Undang-Undang N omor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini, Indonesia berada pada periode
keempat dalam kerangka hukum p emberantasan korupsi. Masa keempat yaitu era
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 entang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara ekspilisit

mengatur tujuh j enis atau bentuk tindak pidana k orupsi, yaitu K orupsi terkait d engan
kerugian k euangan negara, Korupsi terkait d engan suap-menyuap, penggelapan dalam

jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam

pengadaan, dan Gratifikasi.

Gratifikasi m erupakan salah satu bentuk k orupsi yang sering t erungkap dalam b erbagai
kasus. Scara umum, gratifikasi m erujuk pada p emberian hadiah, imbalan, atau bentuk
keuntungan lain yang dib erikan kepada seseorang yang pernah menerima jasa atau
memiliki hubunga n dengan lembaga publik atau p emerintah, misalnya dalam k onteks
pengadaan kontrak.® Larangan terhadap gratifikasi bagi p ejabat atau penyelenggara
negara bukanlah hal baru, tetapi aturan ini semakin menjadi perhatian karena masih
memerlukan sosialisasi yang lebih luas. Dalam penjelasan Pasal 12B ayat 1Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 entang Perubahan atas Undang-Undang N omor 31
Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipik or), dijelaskan
bahwa gratifikasi did efinisikan secara luas mencakup berbagai bentuk pemberian,

7 KBBI Daring, diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi , pada tanggal 24
Desember 2024 pukul 12.30 Wita

8 Cambridge Dictionary, diakses dari
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption , pada tanggal 24 Desember

2024, pukul 12.34 Wita

9Subel o Wiyono et al ., oKajian Nil ai Ketuhanan
Kar akt er An turnal Kigic Edpasion:, Média Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan

no. 2 (December 7, 2019): 181, https://doi.org/10.36412/CE.V312.1096.

350

Yar


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption

Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatavipl. 10 No. 02 Agustus 2025, h48-365

seperti uang, barang, potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tik et perjalanan,
akomodasi, wisata, layanan kesehatan gratis, serta fasilitas lainnya. Gratifikasi ini dapat
terjadi baik di dalam n egeri maupun luar n egeri, serta dilakukan m elalui berbagai
sarana, ermasuk elektr onik.

Pada awalnya, gratifikasi dianggap sebagai bentuk p emberian yang m emiliki nilai s osial
dan budaya yang positif. Tradisi ini s ering kali dipandang s ebagai ungkapan rasa terima
kasih atau penghormatan. Namun, seiring waktu, makna gratifikasi m engalami
pergeseran, terutama ketika pemberian hadiah digunakan sebagai cara untuk
membangun hubungan dengan individu yang m emiliki jabatan publik atau p osisi
berpengaruh. Ketika pemberian hadiah dilakukan d engan tujuan tertentufi misalnya
untuk m endapatkan keuntungan atau pengaruhfi praktik ini dapat b erubah menjadi
tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan objektivitas. Hal ini
menimbulkan k ekhawatiran bahwa penerima gratifikasi akan terdorong untuk
mengambil k eputusan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Akibatnya, sesuatu
yang awalnya dianggap wajar dalam norma sosial dapat berkembang menjadi celah
bagi praktik k orupsi t erselubung. 10

Pasal 12 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipik or) menetapkan bahwa
penerima gratifikasi m encakup pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, serta
advokat yang dit entukan berdasarkan peraturan p erundang-undangan. Sementara itu,

Undang-Undang N omor 20 Tahun 2023 entang Aparatur Sipil N egara dalam Pasal 1
ayat 3 mendefinisikan P egawai N egeri Sipil (PNS) sebagai warga negara Indonesia yang
memenuhi p ersyaratan tertentu dan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk m enduduki jabatan p emerintahan. ASN sendiri

terdiri dari PNS dan P egawai Pemerintah d engan Perjanjian K erja (PPPK).

Sedangkan definisi p enyelenggara negara dapat ditemukan dalam Undang -Undang
Nomor 28 Tahun 1999 entang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 1 ayat 1 nenyebutkan bahwa penyelenggara
negara mencakup Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, | egislatif, atau
yudikatif, s erta pejabat lain yang memiliki tugas p okok terkait d engan penyelenggaraan
negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, apabila tidak

dilap orkan akan dianggap sebagai suap. Perbedaan gratifikasi dengan suap terletak
pada unsur niat dari suatu pemberian. jika telah adanya kesepakan terlebih dahulu
untuk mempengaruhi Tindakan penyelenggara negara, itu termasuk kedalam suap.
Namun apabila tidak adanya kesepakatan, maka itu merupakan gratifikasi. Sehingga
gratifikasi yang dianggap sebagai suap apabila gratifikasi tersebut tidak dilaporkan

serta bertentangan dengan kewajban dan tugasnya. dan Akan tetapi Pasal 12C UU
Tipik or mengatur bahwa gratifikasi dapat dianggap bukan s ebagai suap apabila
dilap orkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dis ebut
KPK) oleh penerima gratifikasi pal ing lambat 30 hari kerja dihitung dari gratifikasi

tersebut diterima, dan KPK akan menetapkan apakah gratifikasi tersebut menjadi
pemilik p enerima atau menjadi milik n egara. Aturan m engenai gratifikasi s ebagaimana

] rvan Sebastian |IskanidaSebadkKaeainsKpsup Gir aBRimdi KRej aba
Administrasi Publik14, no. 2 (December 10, 2023), https://doi.org/10.31506/JAP.V1412.21863.
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diatur dalam Pasal 12C tersebut, tidak hanya selesai sampai disana. ®telah melaporkan
gratifikasi, p enerima gratifikasi harus patuh pada Pasal 12B UU Tipik or, pada ayat 2 dan
3 mengatur bahwa gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah) atau
lebih harus dibuktikan oleh penerima gratifikasi bahwa itu bukan m erupakan suap.
Untuk nilainya yang kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah), gratifikasi
tersebut dibuktikan oleh penuntut umum.

Sebagaimana diatur bahwa gratifikasi yang diterima oleh ASN tidak dilap orkan kepada
KPK maka akan dianggap sebagai tindak pidana suap. Jika dilihat dari k onstruksi pasal
Pasal 12B UU Tipikor pada ayat 2 dan ayat 3 nya yang mengatur besaran nilai gratifikasi
yang berimplikasi pada p embuktian asal-usul gratifikasi yang dit erimanya, ini
memberikan akibat k etidakluasan bertindak k epada penerima dan pemberi gratifikasi.
Karena akan sangat leresiko jika nilai gratifikasinya sama d engan Rp. 10.000.000
(sepuluhjuta rupiah) atau lebih dikar enakan penerima gratifikasi harus m embuktikan
asatusul dari gratifikasi yang dit erimanya, apakah itu ill egal atau sudah sesuai dengan
prosedur hukum yang b erlaku yang akan dinilai oleh KPK.

Di sisi lain, terdapat profesi yang memiliki k ewenangan untuk m enyusun akta otentik,
yaitu N otaris.! Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk
membuat akta otentik serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 1
angka 1 Undang-Undang N omor 2 Tahun 2014 entang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 entang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Peran
Notaris sangat strategis dalam memberikan k epastian hukum di t engah masyarakat
Ind onesia, karena akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki k ekuatan pembuktian
yang tinggi. Dalam praktiknya, N otaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dari
setiap akta yang disusunnya. Sementara itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
adalah pejabat umum yang memiliki k ewenangan untuk menyusun akta otentik
berkaitan d engan perbuatan hukum t ertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik
atas satuan rumah susun. Dasar hukum mengenai jabatan PPAT ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah N omor 24 Tahun 2016 entang Perubahan atas PReraturan
Pemerintah N omor 37 Tahun 1998 entang Peraturan Jabatan Rejabat Pembuat Akta
Tanah.

Untuk itu ada p otensi untuk m engelabui pasal 12B dan 12C UU Tipikor dengan
membuat gratifikasi yang dib erikan seolah-olah dip erolah oleh penerima gratifikasi
secara legal atau sesuai dengan prosedur hukum yang b erlaku. Celah atau potensi yang
dapat digunakan agar pemberian dan penerimaan gratifikasi sulit di lacak, dikar enakan
penerima gratifikasi tidak ingin ambil pusing untuk m elakukan p elaporan kepada KPK
terhadap gratifikasi yang dit erimanya yang kemudian m enimbulkan k ewajiban bagi
penerima untuk m elakukan p embuktian. Adapun ¢ elah atau potensi itu adalah melalui
transaksi yang dilakukan dihadapan N otaris-PPAT sebagai pejabat umum yang
berwenang membuat akta otentik, yang dapat dik emas sdemikian rupa agar tidak
terlihat seperti gratifikasi m elainkan sesuatu yang dip eroleh secara sah ataulegal tanpa
melawan hukum. Oleh karena itu tulisan ini b ermaksud m encoba menjelaskan apa dan

11K Lastrisa Maharani et al ., 0 Ke p as tngBikeludgtkark um Penga
Ol eh Notaris Dal am Legalisasi Apostil | Acta Dar i Pe
Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 10, no. 01 (2025): 16%9,

https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p12.
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bagaimana potensi penyalahgunaan akta Notaris-PPAT sebagai media gratifikasi
terselubung.

Adapun masalah atau problem yang penulis hendak kaji tercermin dalam rumusan
berikut: Rumusan masalah pertama adalah bagaimana akta notaris sebagai akta
autentik?, rumusan masalah kedua adalah bagaimana modus operandi gratifikasi
terselubung melalui akta notaris-ppat sebagai media serta bagaimana upaya
preventifnya ?. Tulisan ini menjadi suatu kajian yang bertujuan untuk me nyelidiki dan
menganalisis Patensi Penyalahgunaan Akta No taris-PPAT Sebagai Media Gratifikasi
Terselubung. Penelitian ini akan m emberikan kontribusi dalam m erumuskan
rekomendasi upaya preventif atau pencegahan yang dapat dilakukan oleh Notaris-
PPAT dalam memberikan p elayanan kepada setiap penghadap yang menghadap untuk
menggunakan jasanya.

Sejauh ini, kajian m engenai Notaris dan Tindak Pidana Korupsi berfokus pada notaris
sebagai subjek yang berperan aktif dalam sebuah tindak pidana k orupsi. Seperti, kajian
yang diteliti oleh Agus Santoso mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan
Notaris-PPAT dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannyal? Penelitian tersebut
menekankan bahwa Notaris-PPAT dapat ditetapkan sebagai tersangka karena
menyalahgunakan k ewenangan jabatannya pada Pasal 3 dan nembantu memperkaya
orang lain pada Pasal 2 ayat 1Undang-Undang Tipik or. Selain itu, kajian N otaris dan
Tindak Pidana Korupsi banyak mengkaji mengenai peran notaris dalam mencegah
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Seperti Ridho Ilham dkk 13 yang mengkaji
tentang Penerapan Prinsip M engenali Pengguna Jasaoleh Notaris dalam Pencegahan
dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, kajian mengenai akta
N otaris-PPAT sebagai media tindak pidana k orupsi khususnya gratifikasi masih minim,
dalam konteks ini adalah potensi penyalahgunaan akta Notaris-PPAT sebagai media
gratifikasi. Berangkat dari hal ini, penulis melakukan penelitian dengan 6 No t @PATs
dan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Potensi Penyalahgunaan Akta Sebagai Media
Gratifikasi Terselubung . 0

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif -empiris dengan pendekatan
hukum doktrinal untuk menganalisis potensi penyalahgunaan akta sebagai media
gratifikasi terselubung. Fokus penelitian adalah pada pengkajian peraturan
perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris,
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi , sertaUndang-undang Aparatur Sipil Negara ,
terutama yang berkaitan dengan gratifikasi. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menganalisis regulasi
terkait profesi Notaris-PPAT dan tindak pidana Korupsi . Penelitian ini juga
menggunakan pendekatan  konseptual untuk me nganalisis praktik gratifikasi

12Agus Santoso, 0Tindak Pidana -RRAT DgasniMenyanmkan Di | ak u k ¢

Kewenangan J abralt BukumyDan Kenotariatard, no. 1 (March 7, 2020): 53,
https://doi.org/10.33474/HUKENO.V411.6448.

BRidho 11 ham, OPENERAPAN PRI NSI P MENGENALI
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG | MPL EMENT AJhds QJdurnél © Swara Justisia3, no. 4 (2020): @23,

https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/126.
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